
Mengingat: 1. Undang-Undang: Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsl
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puneak Jaya dan Kota Sorong
(tembsran Negara Republik Indonesia Tahun 1999e

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan
Oaerah Nomor 2 Tahun 2011, tent~ng
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran
2009 sebagai rineian lebih lanjut dari
Pertanggungj~waban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belania Oaerah Tahun Angga("an
2009;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huM a make perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Papua Barat tentana
Penjabaran .Pertang9ungjawaban Pelaksanaan
APBO Provlnsl Papua Barat Tahun Anggaran
2009;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2009

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 903/6nll/20U TAHUN 2011



Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000
lentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provlnsi Irian Jaya Baral, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)
sesual Putusan Mahkamah Konstitus! Repubfik
lndonesia Nomor 018/PUU-112003;

2. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (t.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla
Nomor 4151); sebaqairnana tetah diubah <lengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentanq
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi . Papua
menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik tndonesla r-,fomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ~entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ~entang
pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004

-



•.. ' -p.

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanOaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNornor4437),
sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Oaerah (L.embaran Negara Republik lrrdonesla
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia,Nomor4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tatum 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

9. Undang-Undang Nomor 2.8 Tahun 2009 tentang
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaTahun2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahl./n 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah <fan
Wakil Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4028);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Oaerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2Q04
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimplnan dan Anggota
Dewan Perwakijan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesla'lanun 2008 Nomor 47,



14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 lahun 2005
ientang Pengelolaan Keuangan Daeraf:1 (Lambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 2005
ientang Pedoman Pembinaan dan Penqawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan t.embaran
·Negara Republik Indonesia Nomor4614);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun ;2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Oaerah kepada Oewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Jnformasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693):

ta.Kepunrsan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pernerlntah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 120,

-

Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonsnla
-Nomor 4712);

12.1Jndang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

13.Peranzan Pemerintah Nomor 55 rahun 2005
tentang Dana Perimbangan (t.ernbaran Neqara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

·-...~.. ", ~



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 13 Tabun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah deng'an
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menieri
Dalam Negel; Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2007 tentanq Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 65 Tahun
2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancang'an
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampalannnya;

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

24. Peraturan Gubemur Papua Barat Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan BelanjaOaerahTahunAnQgaran2009;



Rp 21.499.220.000,00
Rp 100.094.12'.384,00

Rp 155.966.440.143,00
Rp 411.593.727,524,00
Rp 123.634,000.000,00
Rp 201.8~4.296.000,00
Rp 982.925.220.000,00
Rp U:~75.943.683.667,00

Rp 73.617.89(J.186,30
Rp 2.148.976.403.967,00
Rp 0.00
Rp 2.822.594.303.753,30

b) Belanja Modal
1. Belanja Tanah
2. BelanJa Peralatan dart Masin

2. Belanja
a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah

1. Pendapatan
a) Pendapatan Asti Daerah
b) Pendapatan Transfer
c) Lain-Jain Pendapatan yang san

Jumlah Pendapatan

Pasal1
Laporan Realisasi Anggaran TahunAnggaran 2009 terdiri atas:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TEtllTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

MEMUTUSKAN:

GUBERNUR PAPUA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

Oengan Persetujuan 8ersama



Pasal3
RingkasanLaporanRealisasiAnggaran dan RincianAset Tetap per
[enis dan per SKPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
leblh lanjut ke dalam Lampiran Penjabaran Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Psndapatan dan
BelanjaDaerahTahunAnggaran2009.

Pasal2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebilh lanjut ke dalam Lampiran I Peraturan
Gubemurini.

Rp 24.592.2'97.030,00
Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 24.592.297.0~O,OO
Rp 2.719.348.870.902,00
Rp 103.245.432.851,30 .

Rp 49.003.746.233,61
Rp 25.000.000.000,00

Rp 24.003.746.233,61

Rp 127.249. F9.084,91

Rp 0,00
Rp 2.694.756.573.872,00

JumlahPembiayaanNetto
Selisih LebihPembiayaanAnggaran
tahunberkenaan

4. Pembiayaan
a. PenerimaanOaerah
b. PengeluaranOaerah

Jumlah
. Total Belanjadan transfer
Surplus/Oefisit

3. Transfer'* Bag!HasilPajak ke Kabupaten/Kota
~ BagiHasilRetribllsikeKabupatenIKota
.;t. BagiHasilPendapatanLainnya

Ke Kabupaten/Kota

c) BelanjaTIdakTerduga
Total Belanja

3. 8elanja Bangunan dan Gedung Rp 292.057.025.206,00
4. eelanjaJalan, lrigasidanJaringan Rp 375.243.553.165,00
5. 8elanjaAset Tetap lainnya Rg 29.918.970.4§O,OO

Jumlah Rp 818.612.890.205,00



BERITA OAERAH PROVINSI PAPuA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 159

salinan sesuai dengan ashnya,
KEPALA BIRO HUKUM,

Diundangkan di Manokwari
Pada tan9gal 24 Maret 2011

SEKRETARIS OAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTO

MARTHEN LUTHER RUMAOA$

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Maret 2011

GUBERNUR PAPUA SARAT,

CAPniO

AB.RAHAM O. ATU.RURI

Agar setiap orang mengetahuinya memertntahkan pengumJangan
Peraturan Oubernur ini denqan penempatannya Dalarn Berita
Daerah Provinsi Papua Barat.

PasalS
lampiran-Iampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal6
Peraturan Gubemur jlli mulai belaku pada tanggal diundangkan.

'"

P~sal4
Penjabaran. Laporan Realisasi Anggaran dan Rincian Aset Temp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubemur illi.


